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KEPUTUSAN MENTERI 
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 42 TAHUN  2022 

 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DAN REVISI ANGGARAN DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan anggaran serta peningkatan sistem 

pengendalian keuangan di Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu 

standar operasional prosedur perjalanan dinas dan revisi 

anggaran di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tentang Standar Operasional Prosedur 

Perjalanan Dinas dan Revisi Anggaran di Lingkungan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi;  

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 192); 

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

553); 

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 

 

 
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

 

SALINAN 
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Salinan sesuai aslinya 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Kepala Biro Hukum 

 

 
Teguh 

 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1256); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DAN 

REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI. 

 

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas 

dan Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 

Diktum KESATU bertujuan agar perjalanan dinas dan revisi 

anggaran dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 

ditetapkan. 

   

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 21 Maret 2022 

 

MENTERI DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

  

 

ABDUL HALIM ISKANDAR 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN MENTERI DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 42 TAHUN 2022 

TENTANG  

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PERJALANAN DINAS DAN REVISI ANGGARAN 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI 

 

 
 

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN 
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A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon I  
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Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II Kebawah  
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B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN  
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Salinan sesuai aslinya 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Kepala Biro Hukum 

 

 
Teguh 
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